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Perusahaan-perusahaan yang Berlokasi di Luar 
Kawasan Industri ; 

Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB) dan 
Ijin Undang-undang Gangguan ( UUG) / HO Bagi 

19. Peraturan 

Prosedur Pengusahaan Kawasan Industri serta 

1968 ; 

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 
1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan 
jangka Waktu terhadap Pemberian Ijin Undang­ 
undang Gangguan ( Hinder Ordonantie) ; 

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 
1982 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib 

1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun Tahun 
Penanaman Modal Menurut Undang-undang Nomor 1 

Mengadakan yang Perusahaan-perusahaan Bagi 

Pelaksanaan Hukum Acara Pidana ; 
13.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
14.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang 

Retribusi Daerah ; 
15.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 

Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal 
16.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 1 Tahun 

1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran 

12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1983 tentang 
intahan Daerah ; 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 
11.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemer- 

23 Tahun 1997 tentang Nomor 10.Undang-undang 

Penataan Ruang 
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah 

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ten tang Undang- 
undang Hukum Acara Pidana 

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 ten tang 
Perindustrian 

8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 'l992 ten tang 



1 
MEMUTUSKAN 

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati. 
' ·.,. 

Peraturan Daerah. 

26.Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Pati tanggal 7 Desember 1999 Nomor 
24/KEP/1999 tentang Persetujuan Penetapan 
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati 
tentang Retribusi Ijin Gangguan Menjadi 

Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Pati ; 

25.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Perusahaan 

II ; 

24.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Ijin Mendiri­ 
kan Bangunan dan Ijin Undang-undang Gangguan 

23.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 
1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis 
Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat 

Retribusi Daerah ; 

Tahun 
Bi dang 

Retribusi Daerah ; 
22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 

1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di 

lingkungan Pemerintah Daerah ; 
21.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 

1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan 

4 Tahun 
Sipil di 

20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 
1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri 

yang berlokasi di Luar Kawasan Industri 

1992 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Mendirikan 
Bangunan ( IMB) serta Ijin Undang-undang 
Gangguan ( UUG) / HO bagi Perusahaan-perusahaan 

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 
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(2) Bentuk . 

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 13 ayat (1) reribusi terutang ditetapkan 
dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya 
yang dipersamakan. 

Pasal 14 

BAB XI 
PENETAPAN RETRIBUSI 

penyampaian SPdORD ditetapkan oleh Bupati. 
isi, serta tata cara pengisian dan (:,) Bentuk, 

tangani oleh Wajib R€tr·ibusi a tau kuasanya. 
di si dengan benar dan lengkap serta ditanda- 

(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

( J) r;1~tiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD .. 

[..:;i :DAFT ARAN 
Pasal 13 

yang dipersamakan. 
Retribusi terutang pada saat diterbil' 

Pasal 12 

! .r . - 
... ) \ J 

(2) Masa Retribusi untuk Tempat Usaha/Kegiatan yang 
masuk Kategori wajib AMDAL jangka waktu lamanya 

(1) Masa Retribusi untuk tempat usaha/kegiatan yang 
tidak masuk kategori wajib AMDAL waktu lamanya 
3 (tiga) tahun, kecuali ditetapkan lain Oleh 
Bupati. 

[i(:0 IX 
MASA RETRIBUSI DAN SAf'H RETRIBUSI TERU rr,;H~ 

Pasal 11 
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'YUSUF 

p~rl~ tanggal 7 Desember 1999 

• 

Ditetapkan di Pati 

TAHUN 1999 NOMOR 22 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI 

Daerah 1n1 HPngan penempatannya dalam 
memerintahkan pengundangan 

.;-:-.r-.r-,.:--;.~­ ·=~-· :~-:..-. 

14 - 



sebagian atau seluruhnya dari retribusi perijinan. 
II. PENJELASAN . 

la}1ak. d i.b i ay a i, tersebut cukup besar sehingga 
d= biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan 

lebih tinggi .. 
pPr111n~n yang diselenggarakan oleh Pemerintahan yang 

tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan c , per-1J inan 
= ~ - Kepencingan umum. 

b. perijinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi 
diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi. 

yang 

tertentu, dengan kri+Pri~ sebagai berikut: 
Ijin Gangguan termasuk dalam golongan retribusi per1J1nan 

Ij in d i.k en ak an 
Pengajuan Ijin Dangguan oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat 

lain dap per1J1nan tertentu masih dipungut retribusi antara 
dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah sehingga terha- 
Pemda mungkin masih kekurangan biaya yang tidak selalu dapat 

fungsi tetapi untuk melaksanakan Ak.an 
lJln oleh Pemda tidak harus dipungut oasarnya pemberian 

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, maka pada 
Mengingat fungsi per1J1nan dimaksudkan untuk mengadakan 

pembangunan penyelenggaraan pemerintahan dan 
Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi sumber 
tangganya sendiri: 
pelaksanaan Otonami Daerah, yaitu mengatur dan mengurus rumah 

andalan Pemerintah Daerah dalam menopang dari Pemerintah, 
penerimaan daerah 1a1nnya termasuk penerimaan yang 

dan selain pajak penoapatan daerah 
Pemerintahan Daerah, retribusi merupakan salah satu sumoer 

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

T ~j t~1 4 i'"1 z, . 
RETRIBUSI IJIN GANGGUAN 

TENT ANG 
TAHUN 1999 i 1 NO MOE 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI 

F: E N J E L A s A t\i 
A -r- A s ~ 



Pasal ..••.. 

obyek ~etribusi. 
retribusi dikaitkan dengan 
Wajib Retribusi, sedangkan pembebasan 
keringanan dikaitkan dengan kemampuan 

dan pengLu--angan Pasal 24 ayat Cl) 

dan masL~k, ka.r-cis 
yang dipersamakan antara lain berupa 

lain dokumeri dena~an ? .-, \ 
t . ..:::.} FS.3.sal 1:5 ay e t; 

makan dengan Pihak Ketiga 

retribusi dan pPnagihan 

retribusi yang tidak dapat dikerjasa- 

pemungutan jenis retribusi 

ikut layak dipercaya untuk 
tertentu yang karena profesionalis- 

badan-badan 
dapat 

Dengan sangat ~P1PkTif dalam proses 
bekerja sama dengan Pihak Ketiga. 
berarti oanwa Pemda tidak boleh 

bukan ini ' . c a r am • 
Ketiga. 

c,; h~!.­ 
s .L s s cx r-, dapat dise~ahkan kepada tidak 

i " : I Kegia~an pemungu~an proses 
seluruh d.i bor onqk an 

dapat t.Ld ak yang dimaksud dengan Pasal 15 ayat (1) 

• 7 

J2.l.3.S: Cukup 14 Pasal 1 ~-/d 

PEN~~l ASAN PASAL DEMI PASAL 

2 



Cukup { 4) 

' 

ayat 24 

Pasal 25 s/d Pasal 29: Cukup jelas. 

. ' Je1as= Cukup (3} 

ayat 24 

f·asal 

F'asal 

,, 
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